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Dampak Hukum Berlakunya

Perjanjian Perkawinan (Postnuptial Agreement)
Sejak Tanggal Akta Terhadap Harta Bersama
Dalam Perkawinan

Abstract

A prenuptial agreement is a legal instrument that grants married
couples the authority to regulate the ownership of assets, rights, and
obligations during marriage. In Indonesia’s legal system, its provisions
have evolved from the Civil Code and Law Number 1 of 1974 on
Marriage to the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-
XI11/2015. This decision is a significant milestone as it allows the
agreement to be made not only before but also after the marriage. A
postnuptial agreement may take effect either from the date of marriage
or from the date the deed is signed. If it takes effect from the deed date,
assets acquired beforehand remain as joint property, which carries legal
implications, particularly concerning land ownership by foreign
spouses. This paper discusses the legal development of postnuptial
agreements and their impact on asset management, recommending that
notaries explain potential legal risks and consider applying the
agreement from the start of the marriage to prevent disputes.
Keywords: postnuptial agreement, joint property, family law.

Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang
memberi pasangan suami istri kewenangan untuk mengatur
status harta, hak, dan kewajiban selama perkawinan. Dalam
sistem  hukum  Indonesia,  ketentuannya  mengalami
perkembangan dari KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, hingga Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut menjadi
tonggak penting karena memperbolehkan pembuatan perjanjian
tidak hanya sebelum, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung.
Perjanjian yang dibuat setelah perkawinan dapat berlaku sejak
perkawinan  dilangsungkan atau sejak  tanggal akta
ditandatangani. Apabila berlaku sejak tanggal akta, maka harta
yang diperoleh sebelumnya tetap menjadi harta bersama, yang
menimbulkan konsekuensi hukum, terutama terkait kepemilikan
tanah oleh warga negara asing. Tulisan ini membahas
perkembangan hukum perjanjian perkawinan pasca perkawinan
serta dampaknya terhadap pengelolaan harta, dengan saran agar
notaris menjelaskan risiko hukum dan mempertimbangkan
pemberlakuan sejak awal perkawinan untuk menghindari
sengketa.

Kata Kunci: perjanjian perkawinan, harta bersama, hukum
keluarga
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PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, harta bersama merujuk pada semua harta
kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, baik harta tersebut
diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (Damanhuri, 2007). Harta
bersama milik suami dengan istri memiliki dampak hukum yang mengenai keduanya, baik
dalam hal pengelolaannya maupun tanggung jawab yang harus ditanggung bersama.
Dalam mengelola harta bersama, suami ataupun istri harus saling memberikan persetujuan
dalam hal pengalihan aset milik mereka kepada pihak ketiga, contohnya ketika suami ingin
menjual rumah miliknya yang diperolehnya dalam masa perkawinan bersama istrinya,
maka untuk menjual rumah tersebut diperlukan persetujuan dari istrinya. Selain
pengelolaan, tanggung jawab seperti hutang, juga akan dipikul secara bersama-sama oleh
suami dan istri, dengan kata lain hutang milik suami juga turut menjadi kewajiban bagi istri
untuk melunaskannya, begitu pula sebaliknya. Namun dengan kesepakatan bersama, suami
dan istri juga bisa membuat perjanjian tertulis untuk “memisahkan” harta mereka.
Perjanjian seperti ini biasanya disebut “Perjanjian Perkawinan”. Dengan memisahkan harta
melalui perjanjian tersebut, suami bisa mengelola hartanya sendiri tanpa perlu meminta izin
istri, demikian pula sebaliknya.

Dengan berkembangnya hukum di Indonesia, aturan mengenai Perjanjian
Perkawinan juga terus berubah, mulai dari KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, hingga Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Perubahan
yang cukup signifikan terdapat pada ketentuan dalam KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Perjanjian Perkawinan hanya
dimungkinkan untuk dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan yang telah diubah melalui
Putusan MK tersebut, yang menetapkan bahwa Perjanjian Perkawinan bisa dibentuk
sesudah perkawinan dilangsungkan (Pakpahan, E. F., Isnainul, O., & Musliansyah, 2023).

Setelah Mahkamah Konstitusi membuat terobosan hukum tersebut, ada beberapa hal
penting yang perlu diberikan atensi. Menurut ketentuan Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian
perkawinan wajib berbentuk otentik, yaitu dengan Akte Notariil. Akta Perjanjian
Perkawinan akan memuat ketentuan yang mengatur kapan Perjanjian Perkawinan tersebut
berlaku. Secara umum, ada dua pilihan waktu berlakunya Perjanjian Perkawinan, yaitu
mulai dari saat pernikahan dilaksanakan atau mulai dari tanggal dibuatnya Akta Perjanjian
Perkawinan. Jika Perjanjian Perkawinan dianggap sejak tanggal dibuatnya Akta, maka hal
ini akan memengaruhi harta yang diperoleh sejak perkawinan dilaksanakan hingga sebelum
Akta Perjanjian Perkawinan dibuat. Oleh karena itu, Penulis menyadari pentingnya untuk
meneliti juga membahas dampak hukum yang timbul terhadap harta bersama terkait
hubungannya dengan waktu berlakunya suatu Perjanjian Perkawinan. Adapun yang
Penulis maksud dengan Perjanjian Perkawinan yang berlaku sejak tanggal akta hanya
berlaku untuk perjanjian perkawinan yang dibentuk sesudah perkawinan dilangsungkan
karena syarat untuk perjanjian perkawinan itu sendiri adalah harus diikuti dengan
perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 KUH Perdata.

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, Penulis menggunakan dan membaca
berbagai literatur hukum baik dalam bentuk Buku, Jurnal, Putusan Pengadilan, ataupun
Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan harta bersama juga
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pisah harta dalam perkawinan. Penulis berpendapat bahwa permasalahan ini penting untuk
dibahas agar dapat menambah wawasan para pembaca agar dapat menghindari
kemungkinan masalah yang dapat timbul akibat Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah
pernikahan terjadi.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
analisis deskriptif. Untuk mengumpulkan data, Penulis akan melakukan studi kepustakaan
yang didukung oleh internet, sehingga dapat mengakses perpustakaan online, jaringan data,
atau informasi hukum dari sumber-sumber yang terpercaya. Penulis menggunakan metode
analisis kualitatif untuk mengkaji informasi yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai dokumen hukum yang memberi kedua
pasangan wewenang untuk mengatur konsekuensi hukum yang terkait dengan harta dan
berbagai hak lainnya selama masa pernikahan. Dalam konteks hukum Indonesia,
pengaturannya telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan dinamika
kebutuhan masyarakat dan interpretasi yuridis terhadap norma-norma yang berlaku. Untuk
memahami secara menyeluruh posisi hukum perjanjian perkawinan, penting untuk
menelusuri evolusi ketentuannya dari masa ke masa. Awal mula pengaturan berikut
seluruh perkembangannya adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Pengaturan terkait Perjanjian Perkawinan di Indonesia pertama kali diatur dalam Pasal
139 - 179 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) (untuk selanjutnya disebut “KUH
Perdata”). Dalam Pasal 119 KUH Perdata, ditetapkan oleh ketentuan hukum bahwa
semua aset milik suami dan istri, terlepas dari apakah mereka diperoleh sebelum
pernikahan atau setelahnya, akan menjadi satu. konsep ini disebut sebagai harta
persatuan bulat. Selain harta yang bercampur menjadi satu, beban-beban seperti utang
juga akan ikut menyatu sehingga utang yang dipunya oleh salah satu pihak akan
menjadi tanggungan kedua belah pihak setelah terbentuknya harta persatuan bulat.
Harta persatuan bulat demi hukum akan terbentuk setelah perkawinan dilangsungkan,
kecuali ada Perjanjian Perkawinan yang dibentuk suami serta istri sebelum menggelar
perkawinan. Menurut KUH Perdata, ada 3 (tiga) jenis Perjanjian Perkawinan, yaitu:

a.Pisah Harta Sepenuhnya
Jenis Perjanjian Kawin ini akan memisahkan sepenuhnya seluruh harta bersama
menjadi 2 (dua) bagian yang dimana masing-masing akan dimiliki oleh suami maupun
istri. Dengan pengecualian terhadap setiap bentuk kebersamaan atau persatuan antara
harta suami istri, maka hasil yang mereka peroleh sepanjang perkawinan, baik yang
berupa hasil usaha maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap
menjadi milik pribadi masing-masing suami istri yang bersangkutan (Sri Subekti,
2021).

b.Persatuan Untung dan Rugi (Gemeenschap van Winst en Verlies)
Jenis Perjanjian Kawin ini memberikan kesempatan kepada suami dan istri di dalam
perolehan keuntungan maupun kerugian yang diderita dalam masa perkawinan
menjadi bagian dari suami istri dengan perbandingan yang sama besar. Untuk
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kemudahan dalam pembuktian di kemudian hari, harta kekayaan yang tidak terdaftar
harus dirincikan dengan jelas di dalam Perjanjian Perkawinan tersebut atau dengan
membuat suatu daftar yang ditandatangani oleh suami istri di hadapan notaris, yang
dapat dijadikan sebagai Lampiran dalam Perjanjian Perkawinan tersebut (Subekti,
2021).
c.Persatuan Hasil dan Pendapatan (Gemeenschap van Vruchten en Inkomsten)

Jenis Perjanjian Kawin ini mengatur bahwa keuntungan menjadi percampuran dan
milik bersama, tetapi penanggungan kerugian tetap menjadi tanggungan masing-
masing suami istri. Dalam perjanjian ini, terdapat 3 (tiga) macam harta kekayaan, yaitu
harta pribadi suami, harta pribadi istri, dan harta persatuan (Subekti, 2021). Perjanjian
kawin harus dibuat dengan akta Notaris, bila tidak demikian maka akan batal demi
hukum (vanrechtswege nietig) (Situmeang, 2019). Dalam Pasal 149 KUH Perdata,
ditetapkan bahwa perjanjian pernikahan tidak dapat diubah setelah pernikahan.
Selanjutnya, Perjanjian Pernikahan yang digambarkan oleh KUH Perdata semata-mata
dapat dibuat sebelum terjadinya pernikahan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Negara Indonesia berhasil mengeluarkan produk hukumnya sendiri pada tanggal
2 Januari 1974, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut “UU
Perkawinan”). UU Perkawinan mulai diberlakukan pada waktu diundangkan (sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 67 Ayat (1) UU Perkawinan), yaitu pada tanggal 2
Januari 1974, namun pada saat itu, aturan ini belum bisa dilaksanakan secara efektif
dikarenakan peraturan pelaksananya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “PP 1975”), yang
baru ditetapkan pada tanggal 1 April 1975 dan baru berlaku dari tanggal 1 Oktober
1975.

Sejak efektifnya UU Perkawinan yang diikuti dengan PP 1975, terdapat
perubahan pada konsep hukum harta dalam perkawinan. Harta dalam Perkawinan
adalah harta persatuan bulat (seluruh harta adalah milik kedua belah pihak yang
berdasarkan ketentuan KUH Perdata, baik sebelum maupun sesudah perkawinan
dilangsungkan), sedangkan konsep harta dalam Perkawinan menurut UU Perkawinan
dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yakni: Harta Bawaan dan Harta Bersama. Penjelasan
atas Harta Bawaan dan Harta Bersama tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 35 UU
Perkawinan.

Berdasarkan Pasal tersebut, Harta Bawaan adalah hadiah ataupun warisan yang
sifatnya terpisah dari Harta Bersama, sehingga berada dalam kapabilitas tiap-tiap
pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Frasa “sepanjang para pihak tidak
menentukan lain” menandakan bahwa ketentuan tersebut bersifat regelend recht, yaitu
ketentuan hukum yang bersifat mengatur, artinya atas dasar kesepakatan dapat
dikesampingkan oleh para pihak (Isnaeni, 2016). Dengan terpisahnya Harta Bawaan
dan Harta Bersama, hak pengelolaannya pun berbeda dimana untuk Harta Bawaan,
baik suami ataupun istri tidak memerlukan persetujuan satu sama lain, sedangkan
Harta Bersama tetap memerlukan persetujuan bersama, yakni suami dan istri
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 UU Perkawinan.

Mengenai Perjanjian Perkawinan, salah satu ketentuan yang diubah oleh UU
Perkawinan adalah bahwa Perjanjian Kawin dapat diperbaharui setelah pernikahan
berlangsung, namun perubahan tersebut hanya dapat diubah dengan syarat bahwa
para pihak harus memberikan persetujuan atas perubahan tersebut dan perubahannya
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tidak merugikan pihak ketiga. Walaupun telah ada UU Perkawinan, ketentuan terkait
waktu dapat dibuatnya Perjanjian Kawin tetap sama.

3. Putusan MK Nomor 69/PUU-XI11/2015

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2016, melalui penetapan Putusannya
No. 69/PUU-XIII/2015 (untuk selanjutnya disebut “Putusan MK”) mengubah
ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan yang membuat terobosan baru, yaitu bahwa
Perjanjian Perkawinan dapat dibuat setelah terjadinya pernikahan. Hakim Mahkamah
Konstitusi dalam menetapkan keputusan tersebut, mempertimbangkan bahwa
pembatasan pembentukan Perjanjian Perkawinan yang hanya dapat dilakukan sebelum
pernikahan terjadi telah membatasi kebebasan individu dalam melakukan atau saat
akan melakukan suatu perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (2)
UUD Negara RI Tahun 1945 yang menjamin kebebasan seseorang dalam meyakini
kepercayaan dan menyampaikan setiap pikiran serta mewujudkannya dalam
perbuatan sesuai dengan hati nurani.

Dengan dikeluarkannya Putusan MK, memberikan keringanan dalam hal
perjanjian perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan
pernikahan dengan Warga Negara Asing, khususnya adalah bagi pihak-pihak yang
sebelum melangsungkan perkawinan, tidak membuat perjanjian pisah harta yang mana
akan membuat Warga Negara Indonesia tersebut kehilangan hak untuk memiliki
Tanah dan Bangunan di wilayah Republik Indonesia (Sopiyan, 2023). Semenjak saat itu,
Perjanjian Perkawinan yang dikenal umum dalam masyarakat terbagi menjadi 2 (dua),
yaitu Perjanjian Perkawinan yang dibentuk sebelum perkawinan dilangsungkan
(Prenuptial Agreement) dan setelah perkawinan dilangsungkan (Postnuptial
Agreement).

Dengan adanya Postnuptial Agreement, maka Putusan MK juga mengatur
Perjanjian Perkawinan berlaku sejak perkawinan dilakukan, kecuali ditentukan lain
dalam Perjanjian Perkawinan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan bagi yang
telah menikah dan membuat Postnuptial Agreement karena Putusan MK ini
memberikan pilihan bagi suami dan istri, dari saat perkawinan dilangsungkan atau
sejak tanggal dibuatnya Perjanjian Perkawinan. Selain itu, Putusan MK juga
menambahkan selama perkawinan berlangsung, Perjanjian Perkawinan dapat memuat
tentang harta perkawinan atau perjanjian lainnya.

Dampak Hukum Berlakunya Perjanjian Perkawinan Sejak Tanggal Akta Terhadap Harta
Bersama

Dengan ditetapkannya Putusan MK tersebut, masyarakat Indonesia diberikan kesempatan
untuk dapat membuat Perjanjian Perkawinan walaupun perkawinan telah dilangsungkan.
Selain memberikan dampak positif, dengan dibukanya peluang baru tentu juga akan
memunculkan permasalahan / tantangan baru yang mengikutinya. Sebelumnya, Perjanjian
Perkawinan ditentukan oleh UU Perkawinan, hanya akan mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan, namun ketentuan baru yang memungkinkan dibuatnya Postnuptial
Agreement telah membagi waktu mulai berlakunya Perjanjian Perkawinan menjadi 2 (dua)
pilihan, yaitu:

1. Sejak saat perkawinan dilangsungkan.

2. Sejak tanggal dibuatnya akta perjanjian perkawinan.

Apabila Postnuptial Agreement diberlakukan mulai saat perkawinan dilangsungkan, maka
tidak akan ada lagi harta bersama di dalam perkawinan. Akibatnya, masing-masing pihak
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baik suami serta istri bertanggungjawab terhadap bagian harta maupun utangnya masing-
masing. Dalam hal Postnuptial Agreement dinyatakan berlaku sejak tanggal Akta, maka
dampak hukum yang perlu diperhatikan adalah mengenai status harta yang diperoleh
suami serta istri sejak saat pernikahan dilangsungkan hingga saat Postnuptial Agreement
berlaku. Status harta tersebut tidak menjadi harta terpisah, melainkan tetap menjadi Harta
Bersama milik suami serta istri. Dengan demikian, Postnuptial Agreement yang berlaku
sejak tanggal akta akan mengakibatkan terdapatnya 3 (tiga) jenis harta dalam perkawinan
yang berbeda, namun eksis di waktu yang bersamaan, yaitu Harta Bawaan, Harta Bersama,
dan Harta yang dipisahkan oleh Postnuptial Agreement.

Penetapan waktu berlakunya Postnuptial Agreement sejak tanggal Akta akan tetap
meninggalkan Harta Bersama dalam perkawinan, walaupun sudah ada Postnuptial
Agreement yang telah memisahkan harta suami dan istri. Hal ini seringkali terlewat dan
tidak diperhatikan karena banyak pasangan suami istri yang beranggapan bahwa sesudah
dibuatnya Postnuptial Agreement, maka seluruh harta dalam perkawinan telah terpisah
secara hukum. Keberadaan Harta Bersama ini akan membuat suami dan istri harus saling
memberikan izin bersama-sama untuk mengelola harta yang berada di dalam bagian Harta
Bersama tersebut.

Beberapa masalah yang akan timbul sehubungan dengan eksistensi Harta Bersama dalam
perkawinan setelah dibuatnya Postnuptial Agreement adalah sebagai berikut:

1. Hak Kepemilikan atas Tanah
Salah satu masalah yang akan timbul adalah apabila objek yang dimiliki dalam Harta
Bersama berupa tanah dan salah satu diantara suami atau istri merupakan seorang
warga negara asing (untuk selanjutnya disebut “WNA”). Ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk
selanjutnya disebut “UUPA”) mengatur bahwa yang dapat memiliki Hak Milik, Hak
Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) hanyalah warga negara Indonesia
(untuk selanjutnya disebut “WNI”). Apabila seorang WNA memiliki ketiga hak atas
tanah tersebut, maka berdasarkan cara perolehannya, akan timbul 2 (dua)
kemungkinan konsekuensi hukum, yaitu:
a.Hak atas Tanah didapatkan melalui pewarisan langsung tanpa wasiat atau
percampuran harta karena perkawinan
Hak atas Tanah yang didapat melalui pewarisan langsung tanpa wasiat akan
termasuk ke dalam Harta Bawaan, bukan harta bersama. Selain itu, yang dimaksud
dengan “percampuran harta karena perkawinan” adalah terkhusus untuk
perkawinan yang dilangsungkan dalam kurun waktu sejak berlakunya UUPA hingga
sebelum UU Perkawinan berlaku karena dalam masa tersebut masih berlaku
ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur bahwa harta suami dan istri akan
bercampur sepenuhnya menjadi Harta Persatuan Bulat. Namun UUPA mengatur
bahwa dikarenakan hak atas tanah ini diperoleh dari suatu peristiwa hukum yang
bukan berdasarkan intensi / kesengajaan dan berada di luar kekuasaan warga negara
asing tersebut, maka diberikan tempo 1 (satu) tahun sejak didapatnya hak tersebut
untuk dengan segera melepaskan hak atas tanah yang bersangkutan dengan cara
apapun baik melalui hibah, jual beli, dan lainnya. Apabila sudah melewati masa
tersebut dan hak atas tanah belum dibebaskan, maka hak tersebut akan hapus demi
hukum dan tanahnya diberikan kepada negara.
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b.Hak atas Tanah didapatkan tidak melalui pewarisan langsung tanpa wasiat ataupun
percampuran harta karena perkawinan melainkan melalui jual beli, hibah, pemberian
dengan wasiat, dan cara lainnya
Berbeda dengan Poin a yang telah dibahas di atas, cara perolehan hak atas
tanah ini dilakukan secara sadar dan sengaja. Seringkali dalam perkawinan
campuran, mereka membeli rumah tanpa mengetahui hukum positif di Indonesia.
Apabila pasangan tersebut membeli sebuah rumah ataupun tanah dengan hak
kepemilikan atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), ataupun Hak
Guna Bangunan (HGB) di saat sebelum pembuatan Postnuptial Agreement yang
waktu berlakunya ditetapkan sejak tanggal akta, maka rumah ataupun tanah tersebut
akan termasuk dalam harta bersama, sehingga menyebabkan pasangan yang
merupakan WNA tersebut menyalahi aturan yang berada dalam Pasal 21 Ayat (1),
Pasal 30 Ayat (1), dan Pasal 36 Ayat (1) UUPA yang menetapkan bahwa hak milik
atas Tanah hanya dapat dimiliki oleh perseorangan yang berkewarganegaraan
Indonesia, sedangkan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, selain hanya dapat
dimiliki oleh perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia, dapat juga dimiliki
oleh badan hukum yang didirikan menurut hukum negara Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia. Adapun akibat hukumnya, yaitu dengan seketika
peralihan hak atas tanah tersebut menjadi batal demi hukum dan obyek tanah
tersebut akan jatuh kepada negara, sehingga menyebabkan hak kepemilikan atas
tanah tersebut menjadi hapus.

2. Jaminan Perorangan (Personal Guarantee)
Secara umum, jaminan menurut hukum positif di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua),
yaitu:
a. Jaminan Kebendaan

Jaminan Kebendaan secara keseluruhan dapat dibagi kembali menjadi 2 (dua), yaitu:
1) Jaminan Umum
Dalam hal seseorang memiliki suatu utang, maka demi hukum seluruh harta
benda miliknya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak akan menjadi
jaminan untuk pelunasan utangnya tersebut.
2) Jaminan Khusus
Dalam hal seseorang secara langsung menunjuk harta benda tertentu miliknya
untuk dibebankan hak khusus agar pelunasan terhadap utang tersebut dapat
didahulukan dengan benda yang telah dijaminkan tersebut.
b. Jaminan Perorangan
Ketentuan mengenai Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) disusun dalam Pasal
1820 hingga 1864 KUHPerdata. Berbeda dengan jaminan kebendaan yang berfokus pada
objek, Jaminan Perorangan mengatur subjek yang akan menjamin pelunasan utang
tersebut. Subjek yang dapat menjadi Jaminan Perorangan adalah orang dan badan

hukum. Orang yang menjadi Jaminan Peorangan atas suatu utang disebut juga sebagai
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Penanggung. Dalam hal seseorang menjadi Penanggung, maka seluruh harta benda milik
Penanggung akan digunakan sebagai pelunasan utang Tertanggung apabila sewaktu-
waktu harta Tertanggung tidak mampu melunasi utang miliknya tersebut.

Adapun permasalahan yang mungkin akan timbul adalah ketika suami atau istri
mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penanggungan, namun terdapat harta bersama
yang masih ada sekalipun telah dibuatnya Postnuptial Agreement. Hal tersebut akan
menyebabkan harta yang terikat dalam Penanggungan adalah harta yang telah
dipisahkan milik suami atau istri yang bertindak sebagai penanggung dan harta bersama
dalam perkawinan yang terdapat sejak saat perkawinan dilangsungkan sampai dengan
pada saat berlakunya Postnuptial Agreement. Walaupun harta tersebut merupakan milik
atau didaftarkan atas nama pasangannya yang bukan merupakan penanggung, namun
apabila harta tersebut diperoleh sebelum Postnuptial Agreement berlaku, maka harta
tersebut tetap akan termasuk sebagai harta bersama yang dapat diikutsertakan sewaktu-

waktu utang tersebut tidak mampu dilunasi oleh Tertanggung.

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan
perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Awalnya, KUHPerdata
menetapkan bahwa seluruh harta suami istri menjadi satu kesatuan, kecuali dibuat
perjanjian sebelum perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
memperkenalkan konsep harta bersama dan harta bawaan, namun tetap membatasi
waktu pembuatan perjanjian hanya sebelum perkawinan. Perubahan penting terjadi
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang
memperluas ketentuan tersebut sehingga perjanjian dapat dibuat setelah
perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Ketentuan ini menciptakan dua
kemungkinan waktu berlakunya, yaitu sejak perkawinan dilangsungkan atau sejak
tanggal akta, yang berimplikasi langsung pada status hukum harta, terutama
apabila salah satu pasangan merupakan warga negara asing.

Oleh karena itu, pasangan disarankan untuk melakukan pencatatan dan
inventarisasi harta sebelum pembuatan perjanjian, serta mencantumkan
pengaturannya secara jelas dalam akta agar tidak menimbulkan sengketa di
kemudian hari. Notaris juga berkewajiban memberikan penjelasan menyeluruh
mengenai konsekuensi hukum dari waktu berlakunya perjanjian tersebut. Selain itu,
pemberlakuan  perjanjian sejak saat perkawinan dilangsungkan lebih
direkomendasikan untuk mencegah timbulnya harta bersama dan meminimalisir
risiko hukum dalam pengelolaan aset perkawinan.
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